Modul Ajar Kurikulum Merdeka • Pendidikan Pancasila Kelas 8 SMP
MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA
PENDIDIKAN PANCASILA — FASE D (KELAS 8)
I. INFORMASI UMUM
	Nama Penyusun
	: .................................................................................

	Satuan Pendidikan
	: .................................................................................

	Tahun Pelajaran
	: 2026 / 2027

	Jenjang Sekolah / Fase
	: Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Fase D (Kelas 8)

	Mata Pelajaran
	: Pendidikan Pancasila

	Alokasi Waktu
	: 12 JP (4 Pertemuan x 3 JP)

	Bab / Pokok Bahasan
	: Bab 2: Bentuk dan Kedaulatan Negara

	Semester
	: 1 (Ganjil)

	Target Peserta Didik
	: Peserta Didik Reguler / Tipikal (Inklusif & Heterogen)

	Model Pembelajaran
	: Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) & Analisis Studi Kasus Kontekstual

	Profil Pelajar Pancasila
	: Mandiri, Bernalar Kritis, Gotong Royong, dan Kreatif

	Sarana & Prasarana
	: Teks autentik, artikel studi kasus, atlas/kamus referensi, proyektor LCD, ruang kelas, LKPD



II. KOMPONEN INTI
A. Capaian dan Tujuan Pembelajaran (TP)
Peserta didik mampu menjelaskan bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan republik Indonesia.
Peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum dalam UUD NRI 1945.
Peserta didik mampu mengidentifikasi wewenang lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
B. Pemahaman Bermakna dan Pertanyaan Pemantik
1. Pemahaman Bermakna: Pembelajaran bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep kedaulatan rakyat dan hukum, struktur kelembagaan negara pasca-amendemen UUD 1945, serta hubungan pemerintah pusat dan daerah.
2. Pertanyaan Pemantik:
Benda atau peristiwa apa saja di sekitar kita yang berkaitan dengan materi ini?
Mengapa kita perlu mempelajari dan menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari?
Bagaimana cara kita membuktikan pemahaman materi ini melalui latihan bersama?
C. Skenario Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 – 2: Bentuk Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik
1. Kegiatan Pendahuluan (10–15 Menit)
Guru menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran, dan memimpin doa bersama.
Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan benda atau fenomena di sekitar kelas.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta aktivitas yang akan dilakukan.
2. Kegiatan Inti (50–70 Menit)
Eksplorasi Konseptual: Menelaah landasan yuridis Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dan karakteristik negara kesatuan.
Peserta didik mengamati contoh konkret atau peragaan yang disajikan oleh guru.
Peserta didik bekerja secara mandiri atau berpasangan menyelesaikan aktivitas LKPD.
Guru berkeliling memberikan bimbingan bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan (diferensiasi proses).
3. Kegiatan Penutup (10–15 Menit)
Peserta didik bersama guru menyimpulkan poin utama materi yang telah dipelajari.
Peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran.
Guru memberikan apresiasi terhadap keaktifan seluruh peserta didik dan menutup dengan doa.
Pertemuan 3 – 4: Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum
1. Kegiatan Pendahuluan (10–15 Menit)
Guru menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran, dan memimpin doa bersama.
Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan benda atau fenomena di sekitar kelas.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta aktivitas yang akan dilakukan.
2. Kegiatan Inti (50–70 Menit)
Eksplorasi Konseptual: Menganalisis pelaksanaan demokrasi konstitusional dan prinsip negara hukum (Rechtsstaat).
Peserta didik mengamati contoh konkret atau peragaan yang disajikan oleh guru.
Peserta didik bekerja secara mandiri atau berpasangan menyelesaikan aktivitas LKPD.
Guru berkeliling memberikan bimbingan bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan (diferensiasi proses).
3. Kegiatan Penutup (10–15 Menit)
Peserta didik bersama guru menyimpulkan poin utama materi yang telah dipelajari.
Peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran.
Guru memberikan apresiasi terhadap keaktifan seluruh peserta didik dan menutup dengan doa.
Pertemuan 5 – 6: Lembaga-Lembaga Negara Pasca-Amendemen UUD 1945
1. Kegiatan Pendahuluan (10–15 Menit)
Guru menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran, dan memimpin doa bersama.
Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan benda atau fenomena di sekitar kelas.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta aktivitas yang akan dilakukan.
2. Kegiatan Inti (50–70 Menit)
Eksplorasi Konseptual: Memahami sistem saling mengimbangi (checks and balances) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Peserta didik mengamati contoh konkret atau peragaan yang disajikan oleh guru.
Peserta didik bekerja secara mandiri atau berpasangan menyelesaikan aktivitas LKPD.
Guru berkeliling memberikan bimbingan bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan (diferensiasi proses).
3. Kegiatan Penutup (10–15 Menit)
Peserta didik bersama guru menyimpulkan poin utama materi yang telah dipelajari.
Peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran.
Guru memberikan apresiasi terhadap keaktifan seluruh peserta didik dan menutup dengan doa.
Pertemuan 7 – 8: Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah (Otonomi Daerah)
1. Kegiatan Pendahuluan (10–15 Menit)
Guru menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran, dan memimpin doa bersama.
Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan benda atau fenomena di sekitar kelas.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta aktivitas yang akan dilakukan.
2. Kegiatan Inti (50–70 Menit)
Eksplorasi Konseptual: Menelaah prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam bingkai NKRI.
Peserta didik mengamati contoh konkret atau peragaan yang disajikan oleh guru.
Peserta didik bekerja secara mandiri atau berpasangan menyelesaikan aktivitas LKPD.
Guru berkeliling memberikan bimbingan bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan (diferensiasi proses).
3. Kegiatan Penutup (10–15 Menit)
Peserta didik bersama guru menyimpulkan poin utama materi yang telah dipelajari.
Peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran.
Guru memberikan apresiasi terhadap keaktifan seluruh peserta didik dan menutup dengan doa.
III. ASESMEN DAN RUBRIK EVALUASI
A. Bentuk dan Instrumen Asesmen
Asesmen Awal (Diagnostik): Tanya jawab lisan untuk memetakan kesiapan awal peserta didik.
Asesmen Formatif: Observasi unjuk kerja, keaktifan berdiskusi, dan hasil pengerjaan LKPD.
Asesmen Sumatif: Latihan soal penguasaan konsep di akhir bab.
B. Rubrik Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)
	Kriteria / Indikator
	Perlu Bimbingan
(0–60)
	Cukup
(61–70)
	Baik
(71–85)
	Sangat Baik
(86–100)

	Pemahaman Konsep Dasar
	Belum mampu memahami konsep dasar bab ini.
	Mampu memahami konsep dengan bimbingan guru.
	Mampu memahami konsep secara mandiri dan benar.
	Menguasai konsep secara utuh dan mampu menjelaskan ke teman.

	Keterampilan Pengerjaan LKPD
	Belum dapat menyelesaikan aktivitas LKPD.
	Menyelesaikan sebagian LKPD dengan pendampingan.
	Menyelesaikan seluruh aktivitas LKPD dengan benar.
	Menyelesaikan LKPD dengan cepat, rapi, dan tepat.

	Kemandirian & Sikap
	Pasif dan memerlukan arahan berulang.
	Cukup antusias namun masih ragu-ragu.
	Aktif, tertib, dan bertanggung jawab.
	Sangat mandiri, kritis, dan berinisiatif.


C. Bank Soal Evaluasi Formatif / Sumatif
1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pasca-amendemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan...
Dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR
Dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
Diserahkan sepenuhnya kepada Presiden
Diatur oleh organisasi internasional
Kunci Jawaban: B — Pembahasan: Amendemen UUD 1945 mengubah Pasal 1 ayat (2) dari yang semula 'dilakukan sepenuhnya oleh MPR' menjadi 'dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar', memperkuat demokrasi konstitusional.
2. Lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945 (*judicial review*) adalah...
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Badan Pemeriksa Keuangan
Kunci Jawaban: B — Pembahasan: Kewenangan menguji materiil undang-undang terhadap UUD 1945 secara konstitusional berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Konstitusi (MK).
3. Prinsip 'Negara Hukum' (*Rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengandung makna bahwa...
Kekuasaan penguasa bersifat mutlak di atas segalanya
Segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara wajib berlandaskan hukum yang berlaku
Hukum hanya berlaku bagi masyarakat kelas bawah
Pemerintah tidak dapat dituntut di pengadilan
Kunci Jawaban: B — Pembahasan: Prinsip negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima (supremasi hukum), di mana setiap kebijakan dan tindakan pejabat negara harus berpijak pada koridor hukum.
4. Tujuan utama diberikannya otonomi daerah kepada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia adalah...
Memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi lokal
Mengurangi peran pemerintah pusat dalam pertahanan negara
Membatasi perpindahan penduduk antar pulau
Kunci Jawaban: B — Pembahasan: Otonomi daerah bertujuan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, efisiensi pelayanan publik, dan pemberdayaan potensi lokal dalam kerangka keutuhan NKRI.
5. Contoh penerapan mekanisme *checks and balances* antara Presiden dan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah...
DPR mengangkat menteri kabinet tanpa persetujuan presiden
Rancangan Undang-Undang (RUU) dibahas dan disetujui bersama antara Presiden dan DPR
Presiden berhak membubarkan DPR jika terjadi perselisihan
DPR mengadili tindak pidana korupsi pejabat
Kunci Jawaban: B — Pembahasan: Pembahasan dan persetujuan bersama RUU oleh Presiden dan DPR merupakan manifestasi perimbangan kekuasaan legislatif-eksekutif untuk mencegah dominasi sepihak.


LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Mata Pelajaran: Pendidikan Pancasila • Bab 2: Bentuk dan Kedaulatan Negara
	Nama Lengkap : .....................................................
	Hari / Tanggal : ...................................

	Kelas / No. Absen : .....................................................
	Nilai / Catatan : ...................................



Petunjuk Pengerjaan:
Tuliskan nama lengkap dan nomor absen pada kotak di atas.
Dengarkan penjelasan guru sebelum memulai pengerjaan.
Kerjakan setiap aktivitas dengan teliti dan rapi.
Tanyakan kepada guru jika ada instruksi yang belum jelas.
Aktivitas 1: Bentuk Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik
Petunjuk: Menelaah landasan yuridis Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dan karakteristik negara kesatuan.
	Ruang Pengerjaan / Gambar / Jawaban Peserta Didik:







Catatan / Kesimpulan: ............................................................................................................................
Aktivitas 2: Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum
Petunjuk: Menganalisis pelaksanaan demokrasi konstitusional dan prinsip negara hukum (Rechtsstaat).
	Ruang Pengerjaan / Gambar / Jawaban Peserta Didik:







Catatan / Kesimpulan: ............................................................................................................................
Aktivitas 3: Lembaga-Lembaga Negara Pasca-Amendemen UUD 1945
Petunjuk: Memahami sistem saling mengimbangi (checks and balances) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
	Ruang Pengerjaan / Gambar / Jawaban Peserta Didik:







Catatan / Kesimpulan: ............................................................................................................................
Aktivitas 4: Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah (Otonomi Daerah)
Petunjuk: Menelaah prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam bingkai NKRI.
	Ruang Pengerjaan / Gambar / Jawaban Peserta Didik:







Catatan / Kesimpulan: ............................................................................................................................


BAHAN BACAAN GURU, PESERTA DIDIK & GLOSARIUM
A. Rangkuman Konsep Materi Pembelajaran
Bab Bentuk dan Kedaulatan Negara mengkaji prinsip dasar ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1.
Peserta didik mempelajari hakikat bentuk negara kesatuan (unitaris) dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah, serta bentuk pemerintahan republik yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Materi ini juga membedah prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD (demokrasi konstitusional) dan kedaulatan hukum (*nomokrasi*), serta tugas dan wewenang lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK.
B. Glosarium Istilah
	Istilah
	Pengertian / Definisi Operasional

	Negara Kesatuan
	Bentuk negara yang berdaulat secara tunggal ke luar dan ke dalam di bawah satu pemerintahan pusat.

	Kedaulatan
	Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan segala cara yang tersedia.

	Checks and Balances
	Prinsip pengawasan dan perimbangan kekuasaan antar-lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

	Mahkamah Konstitusi
	Lembaga yudikatif yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara.

	Otonomi Daerah
	Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.


C. Daftar Pustaka
Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan No. 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka, Kemendikdasmen.

	Mengetahui,
Kepala Sekolah



......................................................
NIP. ................................................
	......................, ........................ 2026
Guru Mata Pelajaran



......................................................
NIP. ................................................


Halaman 




